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Pengantar Penulis

Beberapa fakta berkaitan dengan pengelolaan dan pe-
manfaatan sumber daya mineral khususnya yang mengguna-
kan pola kerjasama Kontrak Karya yang didasarkan pada
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967, telah memberikan
gagasan kepada penulis untuk menyusun buku ini.

Sejak digunakannya Kontrak Karya generasi | sebagai pola
kerjasama pengusahaan sumber daya mineral di Indonesia pada
tahun 1967 dengan masuknya PT Freeport Indonesia sebagai
investor asing yang per-tama kali masuk ke Indonesia, hingga
Kontrak Karya generasi VII telah menimbulkan berbagai
persoalan yang sangat kompleks. Penerimaan negara yang
tidak optimal dari pengusahaan sumber daya alam, kerusakan
lingkungan akibat operasi pertambangan hingga ter-jadinya
berbagai bentuk pelanggaran Hak Asasi Manusia telah menjadi
fakta yang tidak lagi dapat ditutup-tutupi maupun diingkari.

Beberapa fakta di atas telah menimbulkan berbagai pro
dan kontra terhadap kegiatan penan, baik yang berkaitan
dengan peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar
dilakukannya kegiatan pertambangan oleh investor asing
beserta implementasinya, maupun pola kerjasama yang di-
gunakan.

Berdasarkan hasil evaluasi dan kajian yang telah di-
lakukan baik oleh pemerintah maupun pihak-pihak yang ber-
kepentingan, didapatkan satu kesimpulan akhir bahwa
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-
Ketentuan Pokok Pertambangan yang menjadi dasar hukum
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pengelolaan sektor mineral di Indonesia, serta digunakannya
Kontrak Karya sebagai pola kerjasama pengusahaan sektor
mineral terbukti belum dapat memberikan kontribusi yang
optimal bagi penerimaan negara dan justru menimbulkan
praktik-praktik KKN. Undang-undang ini dinilai bersifat sentra-
listik, sehingga tidak lagi sesuai dengan perkembangan jaman,
baik yang berkaitan dengan perkembangan praktik ketata-
negaraan, maupun berubahnya lingkungan ekonomi maupun
bisnis, sebagai akibat berubahnya lingkungan ekonomi global.

Demikian pula dengan pola kerjasama yang diguna-kan
untuk mengusahakan sumber daya mineral. Berbagai fakta di
lapangan telah menyadarkan kita bahwa berbagai kewajiban
Kontraktor yang seharusnya merupakan bentuk prestasi yang
harus dilaksanakan oleh Kontraktor tidak diatur dalam Kontrak
Karya, sehingga menyulitkan pemerintah untuk menuntut
pelaksanaan prestasi tersebut.

Kontrak Karya yang merupakan perjanjian baku, seharus-
nya memberikan porsi keuntungan yang lebih kepada bangsa
Indonesia sebagai pemilik sumber daya alam, karena dimiliki-
nya posisi tawar yang lebih tinggi. Dalam kenyataannya,
dengan menjadi pihak dalam Kontrak Karya, tidak menjadikan
pemerintah Indonesia memiliki posisi tawar yang lebih tinggi
atau sebanding, akan tetapi justru berada pada posisi tawar
yang sangat lemah ketika berhadapan dengan investor asing

Tidak adanya hak kontrol pada pemerintah juga menjadi
salah satu penyebab tidak optimalnya penerimaan negara, di
samping itu bagi pengusaha dalam negeri, Kontrak Karya
dinilai telah menyebabkan munculnya perlakuan diskriminatif
pemerintah terhadap mereka.

Bagi investor asing bidang pertambangan, pola kerjasama
dengan menggunakan Kontrak Karya untuk mengusahakan
sektor mineral ini memberikan daya tarik yang luar biasa bagi
masuknya investor asing ke Indonesia dengan diberikannya
berbagai ketentuan yang bersifat “ lex spesialis”, akan tetapi
bagi pihak Indonesia sebagai negara tuan rumah, pemberian



perlakuan khusus dan istimewa ini justru menjadi penyebab
timbulnya berbagai permasalahan yang tidak kunjung selesai
hingga saat ini.

Diterapkannya sistem desentralisasi di Indonesia melalui
Undang-Undang Nomor 22 tahun 1999 yang telah dicabut
dan digantikan dengan Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004
tentang Pemerintahan Daerah, telah menimbulkan persoalan
tersendiri bagi pemerintah daerah berkaitan dengan peng-
usahaan sumber daya mineral dengan pola Kontrak Karya.

Dengan dicabutnya Undang-undang Nomor 11 Tahun
1967 dan diterbitkannya Undang-Undang baru yaitu Undang-
Undang Nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral
dan Batubara, pola Kontrak Karya digantikan dengan sistem
ijin, meskipun demikian, kegiatan pertambangan yang di-
dasarkan pada pola Kontrak Karya masih tetap berlanjut sampai
habisnya batas waktu kontrak.

Sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 4
tahun 2009 bahwa paling lambat 1 (satu) tahun sejak diber-
lakukannya Undang-undang ini perusahaan yang beroperasi
berdasarkan Kontrak Karya harus segera menyesuaikan diri
dengan ketentuan Undang-undang baru ini, akan tetapi ter-
nyata sampai saat ini proses renegosiasi belum juga mencapai
titik temu. Demikian pula dengan proses divestasi saham yang
juga tidak kunjung selesai meskipun batas waktu yang di-
tetapkan sudah terlampaui.

Sulitnya mencapai kesepakatan ini antara lain di-sebabkan
karena Kontraktor yang notabene adalah peru-sahaan asing
masih bertahan terhadap adanya perlakuan “lex specialis” yang
telah diberikan kepada mereka melalui Kontrak Karya yang
menyatakan bahwa Kontrak Karya tidak akan terpengaruh
terhadap adanya perubahan peraturan perundang-undangan.

Berbagai fakta dan peristiwa yang terjadi selama perjalanan
sejarah pertambangan Indonesia seharusnya mampu me-
nyadarkan penyelenggara negara untuk kembali kepada filosofi
penguasaan dan pengusahaan sumber daya alam sebagaimana
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diamanatkan Konstitusi, demi terwujudnya sebesar-besar
kemakmuran rakyat.

Kesadaran inilah yang mengilhami penulis untuk me-
rekam berbagai peristiwa yang terjadi dalam pengusahaan
sektor mineral dan meyusunnya dalam sebuah buku.

Buku ini diselesaikan dalam waktu yang cukup lama
karena adanya berbagai peristiwa dan perkembangan baru
yang terjadi dalam praktik pertambangan Indonesia. Bahan-
bahan hukum untuk menyusun buku ini meskipun sebenar-
nya sudah jauh hari dikumpulkan oleh penulis, baik melalui
kegiatan studi pustaka maupun penelitian lapangan, serta
berbagai kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan pengusahaan
pertambangan khususnya mineral dan batubara, akan tetapi
penulis menunggu sampai diterbitkannya Undang-undang
yang baru karena ketika ide ini muncul RUU Pertambangan
Minerba sedang dalam pembahasan.

Berkaitan dengan berbagai kegiatan pengumpulan bahan-
bahan ini, penulis mengucapkan terimakasih yang tidak
terhingga khususnya kepada Dr. Wimpy S. Tjetjep, MSc. yang
kala itu menjabat sebagai Direktur Jenderal Geologi dan
Sumber daya Mineral dan untuk selanjutnya memangku
jabatan sebagai Deputi Menko Perekonomian Bidang Koor-
dinasi Energi, Sumber Daya Mineral dan Kehutanan yang telah
banyak memberikan bantuan kepada penulis baik berupa
fasilitas sehingga penulis dapat melakukan penelitian lapangan,
maupun berbagai koreksi yang dilakukan terhadap kajian penulis.

Ucapan terimakasih juga penulis sampaikan kepada bapak
Jeffrey Mulyono, selaku CEO PT Berau Coal saat itu ketika
penulis melakukan penelitian lapangan ke PT Berau Coal di
Tanjung Redep, Kabupaten Berau Kalimantan Timur, untuk
ijin dan berbagai fasilitas, serta bantuan yang telah diberikan
kepada penulis .

Demikian pula dengan teman-teman di PPTM (sekarang
TEKMIRA) Bandung yang juga telah memberikan banyak
masukan, maupun data-data yang sangat penulis perlukan
dalam penyusunan buku ini.



Program of Academic Recharging B (PAR) angkatan | tahun
2009 yang telah diikuti penulis di Erasmus School of law,
Erasmus University Rotterdam, Netherland juga menjadi
kesempatan luar biasa bagi penulis untuk mendapatkan bahan-
bahan yang sangat diperlukan untuk penyusunan buku ini.

Ucapan terimakasih tidak lupa penulis sampaikan kepada
teman-teman pelajar Indonesia yang sedang menempuh pro-
gram Doctoral di Universitas Leiden , serta beberapa pengajar
seperti Prof Jan Michiel Otto dan Dr. Adriaan W. Bedner yang
sudah berkenan menjadi teman diskusi serta memberikan pen-
cerahan kepada penulis ketika penulis mengikuti Tailor Made
Training di Van Vollehoven Institute-Faculty of Law Leiden Uni-
versity, Netherlands pada tahun 2010

Dukungan dari keluarga yang mengasihi dan sungguh
mengerti akan kebutuhan dan kesulitan penulis telah menjadi
sumber energi yang luar biasa bagi penulis untuk tetap ber-
semangat menyelesaikan buku ini.

Pada akhirnya ijinkan penulis untuk selalu meng-ucap
syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa yang telah memberi-
kan berkat dan limpahan kasihNya kepada penulis dengan
mencukupkan segala sesuatu yang penulis perlukan tepat pada
waktunya.

Kekurangan dan kelemahan pasti banyak ditemui dalam
buku ini, meskipun demikian penulis berharap bahwa buku
ini tetap mendatangkan manfaat bagi siapa saja yang mem-
butuhkannya.

Semarang, Maret 2013

Dr. Nanik Trihastuti, SH.,M.Hum.
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